




A. Latar Belakang 
 Sejak era reformasi pelayanan birokrasi pemerintah terus menerus menjadi 
sorotan masyarakat karena reputasinya yang belum menunjukkan perbaikan yang 
signifikan. Sedangkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah lama 
diterapkan pemerintah dalam rangka mempercepat perbaikan kualitas pelayanan publik, 
yaitu dengan diberlakukannya Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 
Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang 
melimpahkan kewenangan pelayanan publik kepada masing-masing daerah. Namun 
demikian, merujuk pada kesimpulan Dwiyanto (2007) terhadap hasil Governance and 
Decentralization Survey (GDS) 2002 dan Governance Assessment Survey (GAS) 2006 
menunjukkan bahwa masih terdapat unsur-unsur subjektivitas dan diskriminasi 
pelayanan dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat 
birokrasi (Dwiyanto, 2011). 
 Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terkait pelayanan publik membawa 
konsekuensi bagi pemerintah kota dan kabupaten sebagai pengemban kewenangan 
pelaksanaan dan penerapan pelayanan publik yang berkualitas, yaitu penyelenggaraan 
layanan yang memenuhi prinsip-prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, 
akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, 
etika pelayanan, dan kenyamanan. Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan bahwa hakikat 
pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang 
merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. 
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi 
kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Pada tahun 2007 mulai bermunculan beberapa pemerintah kabupaten/kota yang 
telah melakukan inovasi dan menjadi contoh best practices atau praktek terbaik dalam 
peningkatan pelayanan publik di daerah masing-masing, antara lain kabupaten Sragen, 
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Sidoarjo, Gorontalo, Karang Solok dan Tarakan (Mohamad, 2007; Komarudin, 2011). 
Terdapat tiga faktor yang mendukung kesuksesan pelayanan publik di kabupaten/ kota 
tersebut, terdiri dari: 1) adanya peningkatan kualitas pelayanan melalui inovasi 
pemerintah kabupaten/kota yang didukung oleh DPRD dan masyarakat setempat; 2) 
keberhasilan inovasi pelayanan merupakan hasil observasi, pengembangan, dan 
penerapan kebijakan dengan tepat berdasarkan arahan pemerintah pusat dan studi 
banding dengan best practices lainnya; dan 3) telah dibentuknya unit kerja one stop 
service (OSS) yang memberi kemudahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik 
bagi warga masing-masing (Mohamad, 2007).  
Penilaian praktek terbaik diberikan berdasarkan kualitas kinerja 
penyelenggaraan pelayanan publik masing-masing pemerintah daerah. Menurut 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional (PROPENAS) disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan 
pelayanan publik perlu dilakukan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai 
tolok ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan publik oleh aparatur pemerintah 
kepada masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berisi data dan informasi 
mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari 
aparatur penyelenggara pelayanan publik berdasarkan perbandingan antara harapan dan 
kebutuhannya.  
Apabila ketersediaan unit pelayanan terpadu dan penilaian IKM merupakan 
indikator penting best practice pelayanan publik, maka upaya Pemerintah Kota 
Surakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik juga perlu untuk 
diperhitungkan. Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan reformasi pelayanan publik 
dengan memperbaiki sistem pelayanan perizinan terpadu di Surakarta yang sebelumnya 
dijalankan dengan sistem pelayanan satu atap menjadi satu pintu (OSS) dan 
memberikan pelimpahan wewenang secara bertahap kepada Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) yang sekarang bernama Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 
(BPMPT) (Wika & Sitorus, 2012). Penilaian kinerja pelayanan publik dengan 
mengukur IKM secara berkala pada unit pelayanan perizinan terpadu BPMPT sudah 
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dilaksanakan sejak tahun 2011. Hasil penilaian IKM terhadap penyelenggaraan 
pelayanan terpadu BPMPT selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
Tabel 1.1 
Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan Terpadu BPMPT  








2011 76,61 B Baik 
2012 77,07 B Baik 
2013 77,16 B Baik 
 Sumber: Laporan IKM BPMPT Kota Surakarta 
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penilaian IKM terhadap kinerja 
BPMPT periode tahun 2011 hingga 2013 menunjukkan mutu pelayanan termasuk dalam 
skala Baik dengan skor penilaian yang meningkat di tiap tahunnya. Meskipun demikian, 
BPMPT telah beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai Kota Penyelenggara 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal dalam Investment Awards 
pada tahun 2011 (Juara III), tahun 2013 (Juara IV), dan tahun 2014 (Juara II) (Solopos, 
2014). Dengan prestasi tersebut apabila kinerja pelayanan publik BPMPT dapat lebih 
ditingkatkan secara maksimal, maka Pemerintah Kota Surakarta juga memiliki peluang 
besar untuk mencapai predikat best practice pelayanan publik dan menjadi contoh bagi 
unit pelayanan publik kabupaten/kota lainnya.  
Banyak teori yang mengungkapkan berbagai cara untuk meningkatkan kinerja 
suatu organisasi. Siagian (dalam Umam, 2012) berpendapat bahwa untuk menjadikan 
organisasi berkinerja tinggi salah satunya adalah mengelola organisasi dengan orientasi 
terhadap pentingnya peningkatan efektivitas dan produktivitas, serta komitmen pada 
rencana aksi strategi. Menurut Pace & Faules bahwa organisasi yang ideal terbentuk 
dari unsur-unsur universal yang dapat digunakan untuk mengubah organisasi seperti 
yang diharapkan, salah satu unsur tersebut adalah komunikasi. Untuk memperbaiki 
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organisasi dapat dilakukan melalui perbaikan komunikasi organisasi (Pace & Faules, 
2005). Setiap organisasi selalu mengalami perubahan secara dinamis yang mengikuti 
lingkungan internal dan eksternalnya. Untuk itu, agar organisasi dapat bertahan dan 
menjaga efektivitasnya maka perlu memahami pentingnya komunikasi internal 
organisasi (Downs & Adrian, 2004). 
Berbagai penelitian tentang organisasi telah dilakukan banyak ahli, salah satu 
yang terkenal adalah audit komunikasi yang meneliti organisasi dari aspek komunikasi. 
Menurut Downs & Adrian (2004) audit komunikasi menempatkan perspektif 
komunikasi ke dalam organisasi dengan asumsi bahwa bagaimana anggota organisasi 
bekerja dan berinteraksi satu sama lain ditentukan oleh aktivitas mereka dalam 
mengomunikasikan pesan-pesan. Komunikasi merupakan fenomena organisasi yang 
sangat menarik untuk diteliti karena sifatnya yang kompleks dan multifacet, untuk itu 
diperlukan suatu audit komunikasi terapan dalam memahami efektivitas komunikasi 
dalam organisasi. 
Audit komunikasi diimplikasikan sebagai suatu kajian yang meneliti apakah 
program komunikasi yang berlangsung dalam organisasi adalah benar (doing the right 
things). Hasil dari audit komunikasi berupa kesimpulan penelitian, rekomendasi 
perbaikan sistem komunikasi, dan dilengkapi dengan rencana kerja atau strategi untuk 
meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi (Hardjana, 2000). Dengan demikian 
peningkatan efektivitas komunikasi dalam organisasi akan dapat memperbaiki dan 
memaksimalkan kinerja organisasi.  
Audit komunikasi merupakan kajian terapan yang belum banyak dilakukan di 
Indonesia, terutama pada organisasi pelayanan publik pemerintah. Serupa seperti 
penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat, peneliti lebih banyak melakukan riset kinerja 
organisasi yang dikaitkan dengan tingkat kepuasan pelanggan pada pelayanan publik, 
seperti yang dilakukan oleh Gayatri et al. (2009) terhadap pelayanan publik di tiga kota 
di Jawa. Sedangkan riset lain yang dilakukan oleh Abdussamad (2013) meneliti tentang 
peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik yang dipengaruhi oleh kompetensi 
pegawai di kantor unit pelayanan terpadu KPPT di Gorontalo. Kurangnya penelitian 
audit komunikasi di Indonesia dapat disebabkan karena audit komunikasi dianggap 
sebagai kegiatan yang penuh resiko bagi semua pihak, baik konsultan auditor maupun 
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organisasi yang bersangkutan. Padahal pelaksanaan audit komunikasi bukanlah sekedar 
riset atau penelitan komunikasi semata, namun merupakan kajian evaluatif yang 
memiliki implikasi kebijakan dan pengembangan serta perbaikan organisasi (Hardjana, 
2000).  
Berdasarkan laporan ICA Communication Audit, dengan melaksanakan audit 
komunikasi maka organisasi akan mengetahui adanya kelebihan maupun kekurangan 
muatan informasi yang berisi tentang topik-topik penting, sumber dan saluran 
informasi, kualitas informasi dan kualitas komunikasi. Selain itu, audit komunikasi juga 
dapat menggambarkan pola-pola komunikasi dan memberikan rekomendasi tentang 
perubahan atau perbaikan yang perlu dilakukan berdasarkan hasil audit (Hardjana, 
2000).  
 Goldhaber (1976) menjelaskan bahwa audit komunikasi meliputi tiga langkah 
utama untuk mencapai tujuan efektivitas komunikasi organisasi, yaitu 1) diagnosis, 2) 
evaluasi, dan 3) kontrol. Langkah pertama diagnosis adalah mengidentifikasi kelebihan 
dan kekurangan muatan komunikasi dalam organisasi, serta menganalisis potensi 
masalah dan peluang yang terbuang. Langkah kedua adalah evaluasi praktek-praktek 
komunikasi yang telah berjalan dan mengukur efektivitasnya bagi organisasi. Langkah 
ketiga adalah kontrol, yaitu menyusun strategi komunikasi efektif yang dapat mencegah 
potensi terjadinya masalah dan memanfaatkan peluang sesuai hasil temuan diagnosis. 
Terdapat tiga model dominan dalam audit komunikasi, yaitu: 1) model struktur 
konseptual milik Howard Greenbaum (1974); 2) model riset evaluasi atau 
Organizational Communication Evaluation (OCE) yang dicetuskan oleh Keith Davis 
(1953); dan 3) model profil situasional milik Pace & Faules (1983) berjudul 
Organizational Communication Profile (OCP) (Hardjana, 2000). Beberapa literatur 
menyebutkan bahwa model audit komunikasi yang paling tepat digunakan untuk 
meneliti efektivitas komunikasi organisasi adalah model profil situasional yang dirintis 
oleh R. Wayne Pace & Don F. Faules (Hardjana, 2000; Kriyantono, 2006). Apabila 
dibandingkan dengan model Greenbaum, model audit milik Pace & Faules lebih 
aplikatif karena dibatasi hanya pada proses komunikasi organisasi yang berlangsung 
dan tidak memerlukan evaluasi program kinerja organisasi secara menyeluruh. 
Sedangkan pada model riset milik Davis, evaluasi terbatas pada kegiatan komunikasi 
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saja sebagai pedoman manajemen tanpa merumuskan perbaikan yang diperlukan untuk 
meningkatkan komunikasi organisasi. Model audit yang dikenal dengan nama 
Organizational Communication Profile (OCP) ini menitikberatkan evaluasi terhadap 
keberlangsungan aktivitas dan saluran informasi dalam organisasi untuk mengetahui 
efektif tidaknya komunikasi internal suatu organisasi. Melalui audit komunikasi model 
ini, organisasi dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan komunikasi internal untuk 
selanjutnya diupayakan perbaikan-perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas 
komunikasi organisasi tersebut.  
Oleh karena itu, dalam penelitian audit komunikasi ini model Organizational 
Communication Profile (OCP) digunakan untuk melakukan diagnosis aktivitas 
komunikasi sekaligus evaluasi terhadap efektivitas komunikasi organisasi pada BPMPT 
Kota Surakarta. Hasil audit komunikasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar 
langkah ketiga yaitu menyusun rekomendasi perbaikan sistem komunikasi yang 
bertujuan untuk memperbaiki efektivitas komunikasi organisasi pelayanan publik bagi 
internal organisasi BPMPT tersebut.  
 
